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ANALISIS FLYPAPER EFFECT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN ATAU KOTA DI 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2020 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh Flypapper 

Effect dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020. Flypapper Effect di proksikan 

menggunakan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen 

Keuangan Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

negatif terhadap belanja daerah, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 

Sementara itu, Variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 

Disimpulkan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah tiap 

Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah periode waktu 2018-2020. 

 

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana 

bagi hasil, belanja daerah 

 

Abstract 

This study aims to analyze the direction and magnitude of the influence of the 

Flypapper Effect and Regional Original Income (PAD) on the Fiscal Independence 

of Regencies/Cities in Central Java in 2018-2020.  The Flypapper Effect is proxied 

using the variables of the Special Allocation Fund (DAK), the General Allocation 

Fund (DAU), and the Profit Sharing Fund (DBH). The data used is secondary data 

obtained from the publication of the official website of the Director General of 

Financial Balance of the Ministry of Finance of Central Java. The analysis tool used 

in this study is the regression analysis of panel data with a Fixed Effect Model 

(FEM) model. The results of this study show that the Variable Special Allocation 

Fund negatively affects regional expenditures, while the variables of Regional 

Original Income and General Allocation Funds have a positive and significant 

effect on regional expenditures. Meanwhile, the DBH Variable has no effect on 

regional spending. It was concluded that there has been a flypaper effect on regional 

spending of each regency/city in central Java province for the 2018-2020 time 

period. 

 

Keywords: local revenue, special allocation fund, general allocation fund, profit 

sharing fund, regional expenditure 

 

1. PENDAHULUAN 

Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang 
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ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membawa implikasi 

tersendiri dalam proses pembangunan di daerah, yaitu dengan adanya perubahan 

pola penerimaan dan pengeluaran daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Desentralisasi merupakan alat kebijakan pemerintah yang 

dianggap efektif dalam menangani masalah yang berkaitan  dengan  stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara demokrasi. Tujuan utama dalam 

pelaksanaan desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah yang ditandai 

dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mumpuni (Haryanto, 2014). 

Sejak desentralisasi diimplementasikan, pemerintah daerah memiliki 

kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber-sumber keuangannya, 

seperti dapat dilihat dari implementasi Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil, 

pajak dan Sumber Daya Alam, juga pajak dan retribusi daerah yang dapat diatur 

sendiri. Optimisme desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari  

sepuluh tahun (Adhamaski, 2015). Semakin panjang umur desentralisasi daerah, 

semakin menumpuk persoalan  klasik  yang  tak  pernah kunjung  terselesaikan 

dan berulang kembali selama bertahun-tahun yaitu seperti persoalan ketimpangan 

keuangan antar daerah (Adhamaski, 2015). Oleh karena heterogenitas daerah di 

Indonesia sangat besar, maka banyak  daerah  yang  justru tidak memiliki 

kemampuan fiskal yang memadai. Akibatnya, pemerintah kemudian 

mengalokasikan dana transfer ke daerah demi mangatasi kesenjangan fiskal baik 

antar daerah maupun antar pusat dan daerah (Haryanto, 2014). 

Implikasi dari kebijakan otonomi daerah adalah daerah memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan 

tantangan bagi pemerintah, karena setiap daerahnya harus membuktikan 

kemandiriannya. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah 

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sumber dana 

yang dimilikinya. Sumber-sumber dana pemerintah tersebut dapat berasal dari 
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sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan yaitu dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH) yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya Alam. 

Maksud dari diberikannya dana perimbangan kepada daerah otonom 

adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah yang sudah maju dan daerah 

yang terpencil. Namun, tidak sedikit ditemukan penyimpangan dalam keuangan 

pemerintah daerah yang mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah 

memberikan respon berbeda terhadap transfer dan pendapatan sendiri. Keadaan  

ini dapat disebut dengan flypaper effect dimana pemerintah daerah cenderung 

memberikan respon besar kepada transfer atas pengeluaran atau belanja daerah 

daripada mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk pengeluaran daerah, 

sehingga menciptakan lingkungan yang cenderung boros dalam optimalisasi 

belanja daerah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siagian (2009) membuktikan 

bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak 

terjadi flypaper effect sedangkan Nahlia (2014) dalam penelitiannya membuktikan 

Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja daerah dan terjadi 

flypaper effect. Tiara (2017) juga membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan Suryahadi (2017) menyimpulkan 

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja daerah Penelitian lain 

Wulansari (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang berbanding terbalik 

dengan Santi (2015) yang menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak 

berpengaruh terhadap belanja daerah. 

Persebaran realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota di 

Jawa Tengah terlihat cukup timpang antara Kota Semarang yang merupakan 

ibukota Provinsi dan pusat perekonomian di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 Kota 

Semarang memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.066.333 juta rupiah yang 

merupakan daerah dengan penerimaan pendapatan tertinggi selama periode 2018-

2020. Perekonomian di Kota Semarang didukung oleh beberapa sektor penting 
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seperti pariwisata dan perikanan serta memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di 

Indonesia yaitu pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan sumber utama 

penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2018 Kota Pekalongan 

memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar 179.224 juta rupiah yang merupakan 

daerah dengan penerimaan pendapatan terendah selama periode 2018-2020. 

Tahun 2020 Kabupaten Banyumas memiliki Dana Alokasi Khusus 

sebesar 497.906 juta rupiah yang merupakan daerah dengan penerimaan Dana 

Alokasi Khusus tertinggi selama periode 2018-2020. Sedangkan Kota Semarang 

memiliki penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 79.584 juta rupiah dan 

merupakan daerah dengan penerimaan Dana Alokasi Khusus terendah selama 

periode 2018-2020. Terlihat beberapa wilayah memiliki Dana Alokasi Khusus 

(DAK) yang cukup stabil di setiap tahunnya. Selain itu, kondisi geografis dan luas 

wilayah juga mempengaruhi persebaran DAK. Wilayah yang memiliki luas yang 

lebih kecil seperti Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga terlihat 

memiliki rata- rata DAK yang lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah lainnya 

karena dengan wilayah yang relatif lebih kecil maka kebutuhan dana dalam 

melakukan pembangunan juga akan lebih sedikit pula. 

Dana Alokasi Umum (DAU) juga selaras dengan DAK, di mana 

pemerataan dana yang bersumber dari APBN ini juga akan menimbang seberapa 

besar kebutuhan daerah dalam melakukan pembangunan guna dicapainya 

pemerataan kemampuan keuangan daerah tersebut. Selama periode ini, Kabupaten 

Banyumas di tahun 2019 merupakan daerah dengan penerimaan DAU terbesar 

dengan nilai 1.437.036 juta rupiah. Sementara pada tahun 2020 Kota Magelang 

merupakan daerah dengan penerimaan DAU terendah dengan nilai sebesar 

416.722 juta rupiah. 

Kabupaten Kudus memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang di atas rata-rata 

daerah lainnya yaitu sebesar 235.660 juta rupiah. Sumber utama DBH Kabupaten 

Kudus berasal dari industri rokok yang berada di daerah tersebut. Kemajuan 

industri rokok dalam perekonomian Kabupaten Kudus terlihat dengan total DBH 

pada tahun 2018 sebesar 235.660 juta rupiah dan menjadi yang tertinggi selama 

periode penelitian ini. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Salatiga merupakan 
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daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil terendah yaitu sebesar 19.865 juta rupiah 

selama periode 2018-2020. 

Belanja Daerah Kota Semarang lebih tinggi diantara daerah-daerah 

lainnya. Pada tahun 2019, Kota Semarang melakukan pembelajaan daerah sebesar 

4.633.934 juta rupiah dan menjadi daerah dengan total belanja daerah tertinggi. 

Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara langsung 

akan membutuhkan pembelanjaan lebih guna menunjang berbagai aktivitas 

tersebut. Selain itu, belanja daerah yang tinggi di Kota Semarang menunjukan 

bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah ini berjalan dengan cepat serta 

tingkat pendapatan daerah yang baik. Pada tahun 2018 Kota Pekalongan 

merupakan daerah dengan Belanja Daerah paling rendah yaitu sebesar 883.194 

juta rupiah. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menganalisis tentang flypapper effect pada Pendapatan Asli Daerah. 

Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap 

Belanja Daerah Kabupatem/Kota di Jawa Tengah. Alat analisis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model 

ekonometrik sebagai berikut : 

𝐵𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷𝐵𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (1) 

 
di mana: 

 

BD  = Belanja Daerah (Juta Rupiah) 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) 

DAK  = Dana Alokasi Khusus (Juta Rupiah) 

DAU  = Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah) 

DBH  = Dana Bagi Hasil (Juta Rupiah) 

𝜀𝑖𝑡  = Error Term (faktor kesalahan) 

𝛽0  = Intercept / konstanta 

𝛽1 … 𝛽4 = Koefisien regresi variabel independent 

𝑖  = Cross Section (35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

𝑡  = Time Series (2018-2020) 

 

Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu sebanyak 35 

Kabupaten/kota di antaranya 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah 
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dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2018-2020. Penelitian ini akan 

menganalisis flypapper effect pada PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap Belanja 

Daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan APBD dan realisasi APBD yang diperoleh dari situs 

(website) resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan 

(www.djpk.kemenkeu.go.id). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel – Cross Section 

Variabel 
Koefisien 

PLS FEM REM 

C -206810.8 694709.1 -192875.3 

PAD 0.964670 0.947850 0.931968 

DAK 0.234779 -0.772886 -0.157025 

DAU 2.000341 1.449312 2.114807 

DBH 1.102153 -0.489547 1.204216 

𝑅2 0.973184 0.990763 0.948451 

Adjusted 𝑅2 0.972111 0.985445 0.946389 

Statistik F 907.2633 186.2949 459.9739 

Prob. Statistik F 0.000000 0.000000 0.000000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

      Cross-section F(34,66) = 3.694387; Prob.F(34,66) = 0.0000 

(2) Hausman 

      Cross-section random 2(4) = 18.734124; Prob.F(4) = 0.0009 

Sumber: Lampiran 1. 

3.1.1 Uji Chow 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi 𝐻0 ditolak. Simpulan, model terestimasi 

adalah Fixed Effect Model (FEM). 

3.1.2 Uji Hausman 

Tabel 2. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

𝐵𝐷𝑖𝑡 = 694709.1 + 0.947850 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 − 0.772886 𝐷𝐴𝐾𝑖𝑡 + 1.449312 𝐷𝐴𝑈𝑖𝑡 − 

0.489547𝐷𝐵𝐻𝑖𝑡 

         (0.0104)**   (0.0392)**           (0.000)*                  (0.7934) 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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𝑅2 = 0.990763; DW = 2.274170; F = 186.2949; Prob. (F) = 0.000000 

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada 𝛼 = 0,01; ** Signifikan pada 𝛼 = 

0,05; ***Signifikan pada 𝛼 = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik 

t. 

 

3.2 Penghitungan Konstanta Model Terpilih 

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah 

Wilayah Efek Konstanta 

Kab. Banjarnegara 53273,12 747982,22 

Kab. Banyumas 418200,5 1112909,6 

Kab. Batang -160695,1 534014 

Kab. Blora 181182,9 875892 

Kab. Boyolali 81413,06 776122,16 

Kab. Brebes 372115,3 1066824,4 

Kab. Cilacap 291694,7 986403,8 

Kab. Demak 75971 770680,1 

Kab. Grobogan 182506 877215,1 

Kab. Jepara 67377,44 762086,54 

Kab. Karanganyar -63835,4 630873,7 

Kab. Kebumen 192969,5 887678,6 

Kab. Kendal 14172,25 708881,35 

Kab. Klaten 93598,39 788307,49 

Kab. Kudus 64820,01 759529,11 

Kab. Magelang 157878,9 852588 

Kab. Pati 344371,5 1039080,6 

Kab. Pekalongan 44278,68 738987,78 

Kab. Pemalang 92814,18 787523,28 

Kab. Purbalingga -40440,95 654268,15 

Kab. Purworejo 51562,44 746271,54 

Kab. Rembang -101101,9 593607,2 

Kab. Semarang 6635,198 701344,30 

Kab. Sragen -132632,8 562076,3 

Kab. Sukoharjo -127277,3 567431,8 

Kab. Tegal 140929,3 835638,4 

Kab. Temanggung -137796,8 556912,3 

Kab. Wonogiri 32938,4 727647,5 

Kab. Wonosobo 36514,93 731224,03 

Kota Magelang -589998,6 104710,5 

Kota Pekalongan -522407,4 172301,7 

Kota Salatiga -543389,7 151319,4 

Kota Semarang 332737,2 1027446,3 

Kota Surakarta -362864,1 331845 

Kota Tegal -547514,9 147194,2 
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Sementara itu, nilai konstanta terendah dimiliki oleh Kota Magelang, yaitu 

sebesar 104710,5. Hal ini berarti terkait pengaruh PAD, Dana Alokasi Khusus, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah, Kota Magelang 

cenderung memiliki belanja daerah yang terendah. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model Terestimasi FEM 

Berdasarkan Tabel 2. terlihat nilai p (p-value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F pada estimasi Fixed Effect Model (FEM) bernilai 

0,000 (<0,01) sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah model yang dipakai 

dalam penelitian eksis. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Dari Tabel 2 terlihat nilai 𝑅2 sebesar 0,990763, artinya 99,07% variasi variabel 

Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 

(DBH). Sisanya 0,93% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.4 Uji Validitas Pengaruh 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan 

PAD 0,0104 < 0,05 Berpengaruh signifikan pada α = 0,05 

DAK 0,0392 < 0,05 Berpengaruh signifikan pada α = 0,05 

DAU 0,0000 < 0,01 Berpengaruh signifikan pada α = 0,01 

DBH 0,7934 > 0,10 Tidak berpengaruh signifikan 

Sumber: Tabel 4.1 

 

3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel independen 

Berdasarkan uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen 

yang memiliki pengaruh terhadap variabel Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan variabel Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

Belanja Daerah. 

Variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 0,947850. Pola 

hubungan antara variabel Belanja Daerah dan PAD adalah linier-linier, artinya 
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apabila PAD naik sebesar 1 Juta Rp maka Belanja Daerah juga akan naik sebesar 

0,947850 Juta Rp. Sebaliknya apabila PAD turun sebesar 1 Juta Rp maka Belanja 

Daerah juga akan turun sebesar 0,947850 Juta Rp. 

Variabel DAK memiliki koefisien regresi sebesar -0,772886. Pola 

hubungan antara variabel Belanja Daerah dan DAK adalah linier-linier, artinya 

apabila DAK naik sebesar 1 Juta Rp maka Belanja Daerah akan turun sebesar 

0,772886 Juta Rp. Sebaliknya apabila DAK turun sebesar 1 Juta Rp maka Belanja 

Daerah akan naik sebesar 0,772886 Juta Rp. 

Variabel DAU memiliki koefisien regresi sebesar 1,449312. Pola 

hubungan antara variabel Belanja Daerah dan DAU adalah linier-linier, artinya 

apabila DAU naik sebesar 1 Juta Rp maka Belanja Daerah juga akan naik sebesar 

1,449312 Juta Rp. Sebaliknya apabila DAU turun sebesar 1 Juta Rp maka Belanja 

Daerah juga akan turun sebesar 1,449312 Juta Rp. 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

Belanja Daerah tiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode waktu 2018-

2020, ternyata dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, Dana Bagi Hasil 

(DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Belanja Daerah di Jawa Tengah. 

Sesuai hipotesis yang telah dirumuskan, dimana Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan 

teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan kontraktual antara agen 

(masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dapat diukur dengan PAD. Kemampuan 

dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang 

baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, 

yaitu bisa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai 

dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu 

sendiri sumber pembiayaannya dari PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu 

sumber dari pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah dalam 

melakukan pengeluaran belanja modal yang produktif juga akan meningkat. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan temuan dari Tasri (2018), yang menyatakan bahwa 
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PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah di 34 provinsi di Indonesia 

periode waktu 2008-2017. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 

memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah tiap kabupaten/kota di provinsi 

Jawa Tengah periode waktu 2018-2020. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 

yang telah dirumuskan, dimana DAK seharusnya memiliki pengaruh positif 

terhadap belanja daerah. Berbeda dengan hasil penelitian ini, Nurdini et al. (2015) 

menemukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah di tiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode waktu 2009-2013. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah sangat 

diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanjanya, 

pengeluaran tersebut hanya untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik. Namun, 

dengan penggunaan DAK yang tidak efisien maka belanja daerah menurun. 

Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai hipotesis yang telah 

dirumuskan, dimana DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil 

penelitian ini di dukung oleh hasil temuan Wulansari (2015) yang menyatakan 

bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Jawa Timur pada 

periode tahun 2012- 2013. Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, DAU 

menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi 

kebutuhan belanja daerah. DAU dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sehingga, apabila DAU meningkat maka 

belanja daerah akan semakin bertambah, karena kebutuhan pembangunan daerah 

yang semakin banyak. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak 

berpengaruh terhadap belanja pemerintah tiap kabupaten/kota di provinsi Jawa 

Tengah periode waktu 2018-2020. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah 

dirumuskan, dimana DAK seharusnya memiliki pengaruh positif terhadap belanja 

daerah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kinerja penerimaan dalam negeri yang 

kurang stabil, karena besarnya realisasi DBH dipengaruhi kinerja penerimaan 
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dalam negeri yang dibagihasilkan, dan tergantung kepada peraturan perundang-

undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Berbeda dengan 

hasil penelitian ini, Ekawarna (2017) menemukan bahwa DBH memiliki pengaruh 

positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi periode waktu 2010-2014. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab empat mengenai pengaruh 

PAD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi 

Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah tiap Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah 

periode waktu 2018-2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pemilihan Uji Chow dan Uji Hausman, terbukti bahwa model 

terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). 

b. FEM sebagai model yang terbaik, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji t 

diketahui variabel DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja 

daerah. Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah. Variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tiap 

Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah periode waktu 2018-2020. 

c. Berdasarkan perbandingan jumlah dana perimbangan dengan PAD, terlihat 

bahwa hampir seluruh daerah Kab./Kota di Jawa Tengah periode waktu 2018-

2020 telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah, kecuali pada Kota 

Semarang. 

d. Hasil uji F membuktikan bahwa model terpilih (FEM) eksis. 

e. Hasil koefisien determinasi (R-Squared atau R²) menunjukkan nilai R² sebesar 

0,990763 atau 99,08%, artinya 99,08% variasi belanja daerah dapat dijelaskan 

oleh variabel pengaruh PAD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sisanya sebesar 0,92%, 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dengan adanya penelitian 
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ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pembuatan suatu 

kebijakan yang menyangkut tentang penggunaan anggaran penerimaan dari 

pemerintah pusat tersebut serta menggunakan dana belanja daerah yang efektif 

dan efisien. Pemberian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang 

porsinya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, serta 

pengelolaannya harus maksimal sehingga mampu menanggulangi ketimpangan 

antardaerah. Pemerintah juga disarankan untuk lebih mengedepankan sektor 

yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar tingkat 

ketergantungan terhadap Pemerintah pusat berkurang. 

b. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian menggunakan 

topik penelitian serupa, sebaiknya menggunakan model penelitian yang lebih 

baik lagi, menambah variabel independen dalam penelitian, bisa juga dengan 

menambah variabel makroekonomi serta menambah jumlah data agar penelitian 

selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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